
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang NOrnO.f. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

a. bahwa berdasarkan keteiituan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat­
lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai
berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan
dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia
dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, perlu komitmen bagi Penyelenggara Negara
pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk
melaporkan kekayaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang Hari.

BUPATIBATANGHARI,
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TENTANG

LAPORANHARTAKEKAYAANPENYELENGGARANEGARA
DILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENBATANGHARI
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undarig Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
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1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang

Hari.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang

Hari.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan
Penyelenggara Negara (PN)beserta pasangan dan anak yang masih
menjadi tanggungan yang dituangkan didalam formulir LHKPNyang
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah
Lembaga Negara yang Independen dengan tugas dan wewenang
melakukan Pemberantasan Tinda~ Pidana Korupsi, yang di bentuk
berdasarkan Undarig-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9. Pejabat wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten adalah Pejabat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang wajib mengisi
dan menyampaikan LHKPN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BABI

KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAANPENYELENGGARANEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATEN'BATANGHARI.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah
Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan
Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;
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10. Formulir LHKPNadalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK
dalam bentuk elektronik untuk melaporkan seluruh harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.

11. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam
suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan Organisasi di
Kementerian Dalam Negeri. _

12. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor
LHKPN istril suarni/ dan.' atau ariak yang masih menjadi
tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak,
maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang
diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah
memangku jabatan.

13. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang menduduki
jabatan yang termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN.

14. Wajib lapor LHKPNadalah Pejabat Penyelenggara yang memiliki
kewajiban melaporkan LHKPNkepada KPK.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah Pegawai yang melaksanakan kewenangan pengunaan
Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran untuk mengambil
keputusan danl atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPDyang dipimpinnya.

17. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PAdalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

19. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut Kepala ULP adalah Pengelola Unit Organisasi
yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang darr/ atau jasa di
Kementerian Dalam Negeri, yang fungsinya dintegrasikan pada
fungsi Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

20. Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar yang selanjutnya
disingkat PPSPM adalah Pegawai ylli'1g diberi kewenangan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ahggaran untuk melakukan
pengujian atas permintaan pembayaran dan penerbitan perintah
pembayaran.

21. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai pada Perangkat Daerah
yang ditunjuk untuk menerima.rnenyimpan membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang
untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Perangkat Daerah.
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Pasa13

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPKyaitu pada saat:
a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama

kali menjabat;
b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

BABIII
PENYAMPAIANLHKPN

Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
yang wajib melaporkan LHKPNterdiri atas:
a. Bupati;
b. Waki1Bupati;
c. Pejabat Tinggi Pimpinan Madya;
d. Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama;
e. Pejabat Pembuat Komitmen;
f. Pengguna Anggaran;
g. Kuasa Pengguna Anggaran;
h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
1. Pejabat Penataausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
J. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
k. Auditor;
1. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
m. Kepala Desa;
n. Ajudan;
o. Staf Khusus; dan
p. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BABII
WAJIBLAPOR

Pasa12

22. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai pada satuan kerja yang
ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala Organisasi Perangkat
Dearah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
negara bukan pajak..

23. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

24. Ajudan adalah pegawai atau orang yang ditunjuk untuk mengurus
segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan
Wakil Bupati.

25. Staf Khusus adalah staf khusus yang bertugas memberikan saran,
rnasukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dan
Perangkat Daerah untuk percepatan pembangunan di Derah.
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Pasa16

(1) Dalam hal KPK meminta kembali, wajib Lapor LHKPNsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaan
yang dimilikinya.

(2) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya
penerimaan dari KPK.

Formulir LHKPNmodel KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b, diisi dan disampaikan oleh Wajib Lapor LHKPNdengan
batas waktu,paling lambat;
a. Setiap 2 (dtia] tahun, terhitung mulai tanggal menduduki jabatan

yang sarna; atau
b. Setelah 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal menduduki jabatan

baru dalam rangka mutasi, promosi, mengakhiri jabatan danfatau
pensrun.

Pasa15

Pasal4

Formulir LHKPNmodel KPK-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a, diisi dan disampaikan oleh wajib lapor LHKPNdengan
batas waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki
jabatan atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon Pejabat
Penyelenggara Negara dalam hal diperintahkan oleh undang-undang.

C. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara
Negara.

(2) Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menyampaikan LHKPNdengan mengisi formulir sebagai berikut:
a. Formulir LHKPN model KPK-A bagi wajib lapor LHKPN yang

pertama kali melaporkan kekayaan; dan
b. Fomulir LHKPNmodel KPK-B bagi wajib lapor LHKPNyang telah

mengirimkan formulir LHKPNmodel KPK-A,apabila:

1.Menduduki jabatan yang sarna selama 2 (dua) tahun;
2. Mengalami mutasi darr/ atau promosi jabatan;
3.Mengakhiri jabatan; danl atau
4. Menduduki jabatan tertentu, yang diperlukan dalam rangka
pemeriksaan oleh KPK.

(3) Wajib Lapor LHKPN yang telah mengisi formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kemudian menyampaikan kepada Pengelola
LHKPNPerangkat Daerah.

(4) Pengelola LHKPN Perangkat Daerah menyampaikan formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Koordinator LHKPN.

(5) Koordinator LHKPN menyampaikan formulir LHKPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Koordinator LHKPN.
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(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola
LHKPN

(2) Unit pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pad a ayat (1)
terdiri dari:
a. koordinator LHKPNadalah Sekretaris Daerah;
b. wakil koordinator I LHKPNadalah Inspektur Daerah;

Pasal10

BABIV
PENGELOLALHKPN

(2) Formulir LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
KPKyang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama;
b. jabatan;
c. instansi;
d. tempat dan tanggallahir;
e. alamat;
f. identitas is~ri atau suami;
g. identitas anak;
h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang diimiliki;
1. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
J. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
1. surat pernyataan.

Pasal9

(1) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal
4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. melalui Aplikasi e-LHKPNpada alamat " 'v_-l&lhkpn.kRk:go.i£ atau
b. mengisi formulir LHKPNformat excel untuk kemudian dikirimkan

melalui email elhkpn.go.id atau diserahkan kepada Direktorat
pendaftaran dan pemeriksa LHKPN(baik secara langsung dikantor
KPKatau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam
media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh
melalui n:r"V\i"k"nl,:-an ·'<L·1qu£,>y'a:· n-oublik flhlg;m.!!.__;:_~~~~_"_""-_'b"'-P" u_ 1,t:A.. Y 0_1..1.. -~:_...J;:::~.i n..t~..;.;. , ...,...,

(1) Penyampaikan LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat
dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta
kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai 31
Desember.

(2) Penyampaian Laporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun
berikutnya.

Pasal8

Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
pengangkatan pcrtamaj'pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai
Penyelenggara Negara.

Pasal7
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(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak
menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal12

BABV
SANKSI

(1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola
Aplikasi LHKPN.

(2) Admin Unit Kerja Pengelola e-LHKPN Tingkat Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. membuat akun penyelenggara NegarajWajib LHKPN;
b. membuatjUpdate daftar wajib lapor;
c. melakukan pendampingan pcngisian / e-filing;
d. memonitor pelaporan LHKPNdi masing-rnasing Perangkat Daerah

jUnit Kerja untuk selanjutnya ..disampaikan kepada Admin
Instansi.

(3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing
Perangkat Daerah zunit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

c. wakil koordinator II LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan

d. administrator LHKPNadalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi
di Daerah untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan
instansinya.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal

monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPNdalam
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta
pemanfaatan Aplikasi e-LHKPNdalam ):YY:.YV .elhl~mLkpk.gQjf!..

b. Administrator bertugas untuk:
1.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan
wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap
tahun;

2. melakukan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada
angka 1ke Aplikasi e-LHKPN;

3. mengingatkan wajib LHKPN 'di Lingkungan Daerah untuk
mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
dan

4. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan
verifikasi pedaftaran wajib lapor baru dan update perubahan
data wajib lapor. .

(4) Pembentukan unit LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BERITADAERAHKABUPATENBATANGHARITAHUN2024 NOMOR

ERAHKABUPATENBATANGHARI

: Muara Bulian
2024

Diundangkan di
Pad a tanggal

MU

..

Ditetapkan di: Muara Bulian
pada tanggal : 2 ~ - 0 I - 2024

~ BUPATIB TANGHARI,

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasa114
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Batang Hari.

BABV
TATACARAPENJATUHANSANKSI

Pasal13
(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
a. diberikan peringatan terlebih dahulu secara tertulis sebanyak 3

(tiga) kali, dengan masing-masing tenggat surat 1 (satu) bulan; dan
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPNmaka

kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Batang Hari sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi
ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan
hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

dan / atau
b. pembebasan dari jabatan.

-9-


